
WALI KOTA TEEING TINGGI 

PROVINS! SUMATERA UTARA 

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI 
NOMOR 1 TAHUN 2022 

TENTANG 

TARIF LAYANAN PEMERIKSAAN REVERSE TRANSCRIPTION POLYMERASE CHAIN 

REACTION (RT-PCR) PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT 

UMUM DAERAH Dr. H. KUMPULAN PANE KOTA TEBING TINGGI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA TEBING TINGGI, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal 
Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor 
HK.02.02/I/3843/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi 
Pemeriksaan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction 
(RT-PCR); 

b. bahwa dalam rangka upaya optimalisasi peningkatan mutu 
pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit 
Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi, 
perlu menetapkan Tarif Layanan Pemeriksaan Reverse 
Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) pada Unit 
Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. 
Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali 
Kota ten tang Tarif Layanan Pemeriksaan Reverse Transcription 
Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) pada Unit Pelaksana 
Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan 
Pane Kota Tebing Tinggi; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 ;  

2.  Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092 ) ;  

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3237 ) ;  

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 



5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.  

1 1.  

1 2 .  

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
153,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018  tentang Kekarantinaan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 128,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6236); 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1979 Nomor 12 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3133) ;  
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 74 
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 1 7 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340 ) ; 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016  Nomor 1 1 4 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 20 19 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 19  Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ; 

tentang 
Republik 

Lembaran 



13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14.  Keputusan Presiden Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Penetapan 
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19); 
15 .  Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) sebagai Bencana Nasional; 

16.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1 2 1 3 ) ;  

17 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 ) ;  

18.  Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
HK.01 .07 /Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan 
dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

19 .  Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi 
(Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2016 Nomor 3) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi Lembaran Daerah Kota 
Tebing Tinggi Tahun 2021 Nomor 2) ;  

20. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 53 Tahun 2020 
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah 
Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi 
(Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 Nomor 54); 

2 1 .  Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing 
Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 Nomor 
6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota 
Nomor 7 1  Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali 
Kota Nomor 6 Tahun 2021  tentang Susunan Organisasi 
Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota 
Tebing Tinggi Tahun 2021  Nomor 7 1 ) ;  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALi KOTA TENTANG TARIF LAYANAN 
PEMERIKSAAN REVERSE TRANSCRIPTION POLYMERASE CHAIN 

REACTION (RT-PCR) PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. KUMPULAN PANE KOTA 
TEBING TINGGI. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

1 .  Daerah adalah Kota Tebing Tinggi. 
2.  Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi. 



3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit pelaksana 
teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat yang mempunyai flesibilitas dalam pola 
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 
pengelolaan daerah pada umumnya. 

4. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/ ataujasa yang 
diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil wajar dari 
investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau 
sebagian dari biaya per unit layanan. 

5. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh 
penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang 
menerapkan pola Keuangan BLUD dalam rangka memberikan 
pelayanan yang terdiri dari jasa pelayanan kesehatan, jasa 
administrasi dan umum. 

6. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan atas pemakaian sarana, prasarana, 
serta operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 

BAB II 

BESARAN TARIF 
Pasal 2 

Dengan Peraturan W ali Kota ini ditetapkan Tarif Layanan 
Pemeriksaan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT 
PCR) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum 
Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi. 

Pasal 3 

Tarif Layanan Pemeriksaan Reverse Transcription Polymerase 
Chain Reaction (RT-PCR) se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
sebagai berikut: 

JASA JASA PELAYANAN 
URAIAN 

SARANA BERSAMA MEDIS 
TARIF 

RT-PCR Rp. 255.000 Rp. 30.000 Rp. 15.000 Rp. 300.000 

Pasal 4 

Tarif Layanan Pemeriksaan Reverse Transcription Polymerase Chain 
Reaction (RT-PCR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku 
untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan Reverse 
Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) atas permintaan 
sendiri / mandiri. 



BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan W ali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Tebing Tinggi. 

Ditetapkan di Tebing Tinggi 
pada tanggal 5 Januari 2022 

WALI KOTA TEBING TINGGI, 

ttd. 

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN 
Diundangkan di Tebing Tinggi 
pada tanggal 5 Januari 2022 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI, 

ttd. 

MUHAMMAD DIMIYATHI 

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2022 NOMOR 1 
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